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Pengantar ,

Adelman (1987) dalam tul:sannya
tentang struktur kemiskinan di negara-
negara berkembang menjelaskan bahwa
bagian terbesar dari kaum termiskin 40%
dari penduduknya terlibat.dalam kegiatan-
kegiatan pertanian. Mereka yang hampir
tidak memiliki tanah adalah yang paling
miskindari kaum pekerja-pekerja yarig tidak
terlatih di sektor jasa-jasa, tetapi mereka
pun , pada umumnya lebih kaya
dibandingkan dengan kaum miskin
pedesaan. Para pekerjadisektormanufaktur,
apakah mereka itu terlatih atau tidak,
merupakan bagian 20-40% penduduk yang
paling kaya. Jadi tenaga kerja tidak terlatih
merupakan milik utama kaum miskin dan
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yang menentukan arah kemiskinan adalah
adanya permintaan akan produktivitas dari
tenaga kerja mereka itu.

Ulasan ini menarik sekali untuk dikaji
lebih jauh karena jika penggambaran
tersebut mewakili karakteristik dari hampir
kebanyakan negara-negara berkembang
termasuk Indonesia, maka yang diperlukan
untuk mengatasi keadaan itu, rindakan-
tindakan konkrit yang dapat membantu
kaum miskin melepaskan ketergan-
tungannya kepada faktor penentu’
permintaan produktivitas itu. Faktor-faktor
penentu yang dimaksud dapat berupa
sejauhmana kekuatan pasar bagi produk
mereka, bagaimana keadilan dalam
pendistribusian bantuan modal dan
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' pengembangan sar%ma yang bisamendorong
dinamika kehidupan ekonomi mereka dsb.

Bantuan-bantuan apa yang dapat.

diberikan dalam upaya meningkatkan
kemampuan ekonomi masyarakat yang
tergolong miskin, dipengaruhi oleh pilihan-
pilihan pendekatan apa yang dijalankan
dalam pembangunan. Pendekatan apa yang

dipakai akan menentukan strategi apa yang -

dilaksanakan dalam mempercepat proses
pengentasan kemiskinan. Penanggulangan
kemiskinan merupakan salah sati tujuan
" pembangunan dibidang ekonomi di setiap
negera berkembang., Tetapi hasil-hasil
pembangunan di negara berkembang pada
umumnya, kurang menunjukkan

tercapainya sasaran tersebut. Hal ini .

disebabkan kekeliruan dalam pemilihan
strategi pembangunan pada tahap awal.

Indonesia tidak terkecuali. Diujung

proses pembangunan ekonomi Pelita V,

kita dikejutkan oleh pengumuman
BAPPENAS bahwa di Indonesia masih
banyak daerah. yang mérupakan kantong-
kantong kemiskinan. Melalui survey 1993
(Mubyarto, 1994), diketahui terdapat
20.633 desa yang merupakan kantong-
kantong kemiskinan yang dikenal dengan
istilah Desa Tertinggal. Dari jumlah tersebut
3.968 desa tergolong berada pada kondisi
. miskin parah. Dari jumlah yang tergolong
paling parah kondisinya ini, 813 desa di
Jawa dan Bali, sedangkan bagian terbesar
- sebanyak 3.155 desa terletak diluar Jawa
dan Bali. Secarakeseluruhan saat ini masih
terdapat sebanyak 27,2 jutaorang penduduk
yang hidupdibawah gariskemiskinan, yang
memerlukan penanggulangan yang serius.
Keseriusanini ditunjukkan oleh pemerintah
dengan menyusun program Inpres Desa
Tertinggal (IDT) yang mentargetkan
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sasaran pengurangan jumlah penduduk
miskin pada akhir Pelita VImenjaditinggal
12 juta atau 5-6% dari penduduk Indonesia
secara keseluruhan.

'Oleh sebab itu tulisan ini akan
membahas tentang pendekatan
pembangunan yang terpusat pada
pengentasan kemiskinan, pilihan-pilihan
strategi dan bantuan-bantuan yang
diperlukan dalam kontek pendekatan dan
strategi tersebut.

-t

Alternatif Pendekatan dan Strategi

Pendekatan pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan tinggi dalam
iklim stabilitas politik yang dijalankan oleh -
Indonesia pada tahun 1970-an, temyata
kurang berhasil menyelesaikan masalah
kemiskinan akibat tidak terjadinya
pendistribusian yang merata atas hasil-hasil
pembangunan dan dominasi peran
pemerintah yang menyebabkan rendahnya _
partisipasi: masyarakat dalam proses
pembangunan ekonomi. Akibainya tingkat
pendapatan masyarakat yang tergolong
miskin relatit tidak meningkat sehingga
tingkat kesenjangari dengan masyarakat
kaya tetap lebar. Kemerataan pendapatan
dengan menggunakan indeks Gini
menunjukkan kesenjangan ini (tabel 2.1)
walaupun jumlah penduduk miskin
cenderung turun (tabel 2.2). Kini pada akhir
Pembangunan Jangka Panjang Kedua,
masalah kemiskinan ini pun tetap

. merupakan isu pokok pembangunan

ekonomi walaupun strategi pertumbuhan
telah-dikoreksi selama rangkaian pélita I1-
pelita V program pemerataan telah
dijalankan. -
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S

Bagian Pendapatan Indonesia 10% Terbawah 1864-1880

*  TABEL 2.1 e

v

. Tahun Kota . Desa ° Indonesia

Gini | 10Z, Gini.| 10%" Gini | i0%

1964 0,34 .[3,1 "| 0,35 |29 -| 70,35 | 2,8 .
1969 0,33 | 3,¥ 0,34 | 3,0. 0,35 | .3,0
1976 | 0,35 | 3,1- { 0,31 | 3,8 0,314 | 3,4
1980 0,36 | 3,6 0,31 | 3,6 /0,34 | ‘3,3
1984 ‘0,32 | 3,3 |_o0,28] 3,9 0,32 [ 3,4

1987 0,32 | 3,6 | 0,26 4,4 | . 0,32 | 3,7,

" 1990 0,34 [.3,5, | 0,25 |.4,8 | .- 0,32 | 4,0

Sumber: Seri Sta_’tistik Indonesia, BPS, “J”a:'kn:ta.
x - . . 1 -

.+ TABEL 2.2

A

_ Perkembangan Penduduk, Miskin Kota dan Desa -

"

Dari ‘tabel 2.1 dapat dilihat bahwa'
tingkatkesenjangan secara nasmnal sedikit
sekah mengalami penuninan selamaproses

4

Tahun © | Penduduk Niskin (%)
. fota © . Desa: Eota dan De=a

1976 | 38,5 ' 40,4 40,1
1878 30,8’ 33,4 33,3
1980 29,0 28,4 28,6
1981 28,1 26,5 26,9
1984 . 23,1 21,2 21,6

. 1987 2051 16,4 15,1 °
1990 16,8 14,3 15,1
Sunber- BPS, 1992- .

pembangunan sejak tahun 1969-1990.
Penurunan hanya terhhat secara sektoral
yaltukotadandesa Angkalmmenunjukkan
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kesenjangan di desa mengalami perbaikan
lebih cepat jika dibandingkan dengan
kesenjangan yang terjadi di kota. Ada
dugaanhal ini disebabkan tingkat urbanisasi
yang meningkat dan transfer pendapatan
dari kota ke desa.(Hasibuan, 1994).
Para pakar padaumumnya mengakui
bahwa tidak terdapat korclasi yang kuat
antara pertumbuhan ekonomi dengan
pendistribusian  yang  merata.
Pendistribusian tidak bisahanya diserahkan
kepada mekanisme' ekonomi tetapi juga

menyangkut politik (kebijaksanaan). Ini -

berarti strategi pertumbuhan yang tidak
disertai oleh upaya-upaya yang dapat
mendorong dinamika kehidupan ekonomi
kaum miskin, kul"apg bermakna dalam
menyelesaikankemiskinanitu sendiri. Oleh
sebabitudiperiukanberbagaikebijaksanaan
dan bantuan konkrit yang berorientasi
kepada penanggulangan kemiskinan. Ini
berarti dalam pergeseran struktural yang
terjadi dalam perckonomian kita harus
diantisipasi jangan sampai industrialisasi
hanya didukung oleh kekuatan
perekonomian modermn dan. bantuan-
‘bantuan baik dalam pengertian modal,
teknis danmanajerial, dikembangkan hanya
bagi kepentingan sektor modem tersebut.

Secara teoritik, pendistribusian jtu
akanmerata jilEa proses pembangunan dapat
menaikkan bagian pendapatan yang
diterima kaum miskin (umumnya terlibat
disektor primer atau tradisional) secara
"proporsional” dengan kenaikan
pendapatan masyarakat yang terlibat dalam
kegiatan ekonomi disektor modem.

Ada nga cara pcndekatan terhadap
strategi pembangunan yang terpusat pada
kemiskinan yang ditawarkan oleh Alelman
(1987) vang terdiri dari upaya mencapai
salah satu atau lebih sasaran-sasaran berikut:
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1. Pendekatan yang berorientasi pada
peningkatan jumlah kekayaan yang
dimiliki kaum miskin.

2. Pendekatan yang beroncntam pada

peningkatan volume pcmualan barang- -

barang mereka dipasaran.

3. Pendekatan yang. berorientasi
memngkatkan harga jasa yang mereka
jual,

Pendekatan yang periama memang
sangat ideal - yaitu, mendorong
kebijaksanaan untuk meredistribusikan
kembali tanah dan bantuan untuk
memperoleh pendidikan bagi kaum miskin
agarsiapmenghadapi proses industrialisasi
yang cepat. Hollis Chenery dkk (1974),
sangat mendukung perlunyastrategi seperti
ini, Tanpamengurangi kebijaksanaandalam
pengaturan pemilikan tanah, bagi kita
masalah pendidikan bagi kaum miskin periu
lebih ditekankan untuk menghindarkan
terjadinya proses urbanisasi prematur baik
disektor sekunder maupun sektor tersier
sebagai akibat sempitnya lahan pertanian
disektor primer. Disamping itu
meningkatnya pendidikan di kalangan
pendudukmlskmtemtamadlpedesamakan
mendorong penmgkatan produktivitas
disektor primer.

Pendekatan yang kedua sangat
relevan untuk dipertimbangkan karena
strategi industrialisasi di Indonesia
mengandalkan pendekatan keseimbangan
antara sektorindustri dan pertanian. Karena
produksi penduduk miskin relatif pada
produk-produk tradisional sepertikerajinan
tangan dan industri kecil disamping
pertanian. Pengemangan produk-produk ini
perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar
sehingga . produk tersebut mampu
menciptakan pasamya sendiri: Hambatan
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yang dihadapi dalam peningkatan volume
penjualan barang-barang yang diproduksi
oleh kaum miskin adalah, fuas pasar yang

dihadapinya. Produksi kerajinan dan |

- industrikecil, kurang memiliki nilai tambah
bagitenagakerjadi pedesaan dimanasentra-
sentra industri banyak dijumpai. Jika kita
berpikir menggunakan hukum Say, bahwa
produksi itu akan menciptakan pasamya
sendiri, maka kebijaksanaan dibidang
produksi industri -kecil dan kerajinan
hendaknya diarahkan kepada kebutuhan
pasar yang lebih Juas yaitu bagi masyarakat
desa itu sendiri dan kota. Bantuan yang
diberikan kepada scktor ini tentu terkai;
dengankeuanganteknologi danmanajemen
yang mampu memperbaiki dan membuat
. produk mereka menjadi dibutuhkan.
Pendekatan ketiga yang perlu
. dipertimbangkan puia adalah bagaimana
meningkatkan harga jasa yang mereka
tawarkan. Urbanisasi prematur yang
menyebabkan tenaga kerja pedesaan tidak
dapat- dipindahkan secara ekonomis ke
sektor industri pengolahan menyebabkan
‘terjadinya proses perpindahan ke sektor

R tersier yang prematurpula. Akibamyaharga

jasa yang ditawarkan disektor ini menjadi

rendah’karenatidak didukung oleh kualitas

tenaga kerja yang diharapkan.

' Pendcketan-pendekatan tersebut
hanyamungkin berhasil jikadidukung oleh
strategi pembangunan yang tepat. Pilihan-
pilihan yang mungkin adalah:

1. Strategi yang mengandalkan
pertumbuhan yang berorientasi pada
sektor bidang industri pengdlahan yang

" bersifat padat karya.

2. Strategi industrilisasi yang dipelopori

oleh pertanian.”
Sangat sulituntuk melakukan pilihan

. secara tegas mana dari strategi .yang

r

dikemukakan Adelman tersebut yéng pal-

"ing baik bagi Indonesia dalam PJP II'

khususnya dalam pelita ke' VI ini, sebab

setiap- pilihan mengandung konsekuensi -

yang cukup berat yaitu perlunya campur °
tangan pemerintah . dalam bentuk
kebijaksanaan harga baik komoditi
perdagangan maupun barang-barang
manufaktur hasil industri padat karya,
peningkatan produktivitas petani melalui
peningkatan dukungan pembangunan jalan,
irigasi, teknologi dsb. Tetapi nampaknya -
kedua . strategi tersebut dapat
dipertimbangkan karena memungkinkan
tumbuhnya perekonomian yang'tidak
menciptakan konglomerasi ‘elit yang
kontradiktif dengan program pemerataan
seperti yang telah dialami selama PJPI.
Bentuk-bentuk bantuan yang
diperlukan jika kedua strategi tersebut
dipertimbangkan antara lain:

1. kredit perbankan dengan syarat-syarat

. yanglebih bisa dijangkau oleh unit-unit
ekonomi berskala menengah. Bantuan
ini -sangat diperiukan karena sektor-
sektor yang paling padat karya dalam
perekonomian adalah pertanian, industri
kecil dan kerajinan.

2. péningkatan program pendidikan
schingga rintangan kesempatan kerja
yang diakibatkan rendahnya tingkat
pendidikan penduduk angkatan kerja
dapat diperkecil. Dengan demikian
mobilitas -tenaga kerja tidak dalam
keadaan prematur.

3. investasi modal kemanusiaan, Bantuan
investasi dalam peningkatan gizi dan
kesechatan akan memberikan efek
langsung pada: kaum miskin dan
sckaligus dapat meningkatkan
produktivitas kerja mereka.

4. investasi pada_sumber-sumber daya

~
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pelengkap. Bentuk bantuan dalam hal
ini antara lain peningkatan dalam
investasi irigasi, pembuangan air dan
pupuk.

Program IDT r
Upaya penanggulangan kemiskinan
melalui program IDT telah memberikan
harapan baru bagi penduduk miskin di
pedesaan. Program ini merupakan langkah

strategis dalam upaya mewujudkan -

pemerataan dan keadilan sosial ‘melalui
. strategi kebijaksanaan ekonomi yang secara
umum diwadahi oleh-pembangunan
ekonomi yang terdesentralisasi,
menekankan pembangunan daerah dan
" pedesaan, seria prioritas sektor ekonomi
rakyat (Mubyarto, 1994). Orientasi
pengentasari kemiskinan melalui model ini
diharapkan memberikan efeklangsun g dan
tidak bersifat "trickle down" karena bantuan
berupa dana bersifat langsung pada desa

- . yang menjadi sasaran. Program ini sangat

relevan dengan pilihan strategi kedua
Adelman yaitu industrialisasi yang dimotori
pertanian. Pembangunan model desa IDT
akan meningkatkan produktivitas dlsektor
perekonomian subsisten. - . |

Keadaan yang harus dihindari
sebagai xmphkaSI destruktif dari program
ini adalah; masyarakat desa tidak menjadi
dinamis melainkan menjadi’ masyarakat
yang selalu "meminta”. QOleh sebab itu
bantuan dana yang diberikan kepada setiap
Desa Tertinggal, haruslah lepas.dari
persoalan politik.dan benar-benar tersalur
pada kebutuhan seperti pembangunan
prasarana, _ program ketrampilan,
penerangan listrik dsb, yang bersifat
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mendukung kesempatan penduduk miskin

untuk memngkatkan produktivitasnya dan -

mampu memanfaatkan peluang-peluang
ekonomi pedesaan yang mulai terbuka.

Penutup
Berdasarkan wuraian “dimuka

mengenai ‘pendekatan dan strategi ’

penanggulangan ‘kemiskinan dapat
disimpulkan bahwa pilihan pendekatan dan.
strategi- dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi terutama pada pelita VI ini, petlu-
mempertimbangkan strategi
berorientasi pada kekuatan pertanian dan:

. industri manufaktur yang padat karya.

Konsekuensi dari pelaksanaan strategi ini
bantuan yang diberikan haruslah dalam
konteks pengembangan faktor-faktor
penentu produktivitaskelompok miskindan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa

meningkatkan nilai milik mereka, pasar-

bagi produk yang dihasilkan dan
peningkatan upah atas jasa yang diberikan’
oleh kelompok mlskm
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